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WALI KOTA PROBOLINGGO  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 
SALINAN  PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 63 TAHUN 2025  

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  

NOMOR 5 TAHUN 2022  

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan Perangkat Daerah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Sususnan Perangkat Daerah; 

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Insperkorat Kota Probolinggo sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo. 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 

Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
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Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 11); 

9. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Insperkorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 2022 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat 

Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 

Nomor 73). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KOTA 

PROBOLINGGO 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 5), 

yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 

2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 

Nomor 73) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang 

perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, 

administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi 

umum, pengadaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintah 

daerah, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan barang milik daerah 

penunjang urusan pemerintahan daerah. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan perencanaan sesuai tugas yang menjadi kewenangannya; 

b. penyusunan perumusan kebijakan sesuai tugas yang menjadi 

kewenangannya; 

c. pelaksanaan kegiatan sesuai tugas yang menjadi kewenangannya; 

d. pengoordinasian kegiatan sesuai tugas yang menjadi kewenangannya; 

e. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan hasil pengawasan serta tindak 

lanjut hasil pengawasan; 

f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai tugas 

yang menjadi kewenangannya; dan 

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan, mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan administrasi kepegawaian, 

administrasi umum, administrasi barang milik daerah, pengadaan barang 

milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang 

serta administrasi keuangan;  

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan administrasi 

kepegawaian, administrasi umum, administrasi barang milik daerah, 

pengadaan barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, 

penyediaan jasa penunjang serta administrasi keuangan; 

c. menyiapkan bahan kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi umum, 

administrasi barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, 

pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang serta 

administrasi keuangan; 

d. menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan di bidang administrasi 

kepegawaian, administrasi umum, administrasi barang milik daerah, 

pengadaan barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, 

penyediaan jasa penunjang serta administrasi keuangan; 

e. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi barang milik 

daerah, pengadaan barang milik daerah, pemeliharaan barang milik daerah, 

penyediaan jasa penunjang serta administrasi keuangan; dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur 

Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi: 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat Daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana 

tugas dan fungsi perangkat Daerah; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan Daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; 

g. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

i. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

k. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan SPIP Daerah sesuai 

wilayah kerjanya; 

l. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. dan 

(3) Inspektur Pembantu Wilayah I, sebagaimana ayat (2) membawahi wilayah 

kerja pembinaan dan pengawasan pada:  

a. Bagian Hukum; 

b. Bagian Pemerintahan; 

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

d. Sekretariat DPRD; 

e. Inspektorat; 

f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

h. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 

i. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; 

j. Dinas Perhubungan; 

k. Kecamatan Kanigaran; dan 

l. Kecamatan Mayangan. 
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4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 ayat (3) huruf b 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur 

Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi: 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat Daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana 

tugas dan fungsi perangkat Daerah; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan Daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; 

g. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

i. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

k. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan SPIP Daerah sesuai 

wilayah kerjanya; dan 

l. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

(3) Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi wilayah kerja pembinaan dan 

pengawasan pada: 

a. Bagian Umum; 

b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

c. Bagian Organisasi; 

d. Rumah Sakit Umum Daerah; 

e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

g. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 

k. Kecamatan Kedopok; dan 

l. Kecamatan Kademangan. 
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5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l diubah, 

dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ff, 

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur 

Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi: 

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat Daerah; 

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana 

tugas dan fungsi perangkat Daerah; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan Daerah; 

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah; 

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat Daerah; 

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah; 

g. pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat  

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; 

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; 

i. penyusunan laporan hasil pengawasan; 

j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

k. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan SPIP Daerah sesuai 

wilayah kerjanya; 

l. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan 

(3) Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi wilayah kerja pembinaan dan 

pengawasan pada: 

a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan; 

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 

d. Dinas Lingkungan Hidup; 

e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 

f.f   Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 

h. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
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i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

j. Satuan Polisi Pamong Praja; 

k. Kecamatan Wonoasih; dan 

l. BUMD. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 Ditetapkan di Pobolinggo 
pada tanggal 30 Desember 2025  

 
WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 
ttd 

 
 

AMINUDDIN 
 
Diundangkan di Probolinggo 
pada tanggal 30 Desember 2025 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KOTA PROBOLINGGO, 
 

ttd 
 
 

REY SUWIGTYO 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 63 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 
 

ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H. 
NIP. 19840531 201001 1 011 

 

 

 


